
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan 
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, 
dan/ a tau an tar rincian obyek belanja; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf 
c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
menyebutkan bahwa Pergeseran Anggaran yang 
menyebabkan perubahan APBD yaitu Pergeseran antar 
Organisasi, Pergeseran antar Program, Pergeseran antar 
Kegiatan, Pergeseran antar Sub Kegiatan, Pergeseran antar 
Kelompok dan Pergeseran antar Jenis; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023; 

d. Surat Edaran Nomor : 900.L3.2/9087 /SJ tetang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

e. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
900.1.14.3/ 1483/SJ Perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, 
DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023; 

f. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA JAMBI, 

Menimbang 

PROVINS! JAMBI 
WALIKOTA JAMBI 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI 
NOMOR ' TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 39 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA JAMB! TAHUN ANGGARAN 2023 

WALIKOTA JAMBI 



1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor · 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan . Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 215); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 



(1) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Jambi Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dituangkan dalam Peraturan 
Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 

Pasal 28A 

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 Disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28 A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi 
Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39) di 
u bah se bagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMB! NOMOR 39 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

23. Peraturan Daerah Kota Jam bi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023; 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Oaerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 



An. KEPALA BPKAD 

SURAT INI TELAH DITEUTI 
DENGAN BAIK DAN CERMAT OLEH 

A.RIDWAN 
BERITA DAERAH KOTA JAMB! TAHUN 2023 NOMOR G 

Diundangkan di Jambi 
Pada tanggal, ). "1 Maret 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMB!, 

SYARIF FASHA 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal, ;l. r Maret 2023 

WALIKVT.i\ JAMB!, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota Jambi ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Jambi. 

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


